
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokmhen
pendukung kepada Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang­
undangan untuk mempero1eh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
yang dijabarkan kedalam kebijakan urnurn APBD serta prioritas
dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati bersama
antara Pemerintah Daerah dan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud da1am
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

BUPATIWMBOK TIMUR,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

TENTANG

NOMOR 6 TAHUN2019

PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4421);

. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

8. Undang-Undang Nomor28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Nomor5049);

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran NegaraNomor5494);

10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5601);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3373);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 109Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4028);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor56 Tahun 2005 tentang Sistem
Infonnasi Keuangan Daerah (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4693);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5165);

19. Peraturan Pemerintah Nomor2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor5272);

20. Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5533);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6057);
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22. Peraturan Pemerintah Nomor33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor6224);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6322);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik, Indonesia
Tahun 2018 Nomor33);

25. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Tekhnis DAK Fisik Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor271);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor465);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor655);

30. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bantuan Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kesetaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
114);
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31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Lombok Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2009 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok­
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten LombokTimur
(Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2015 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor6);

32. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor3);

33. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2010 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur
Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor5);

34. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 1);

35. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTimur Nomor5);

36. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi
Golongan Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten
Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor6);

37. Peraturan Daerah Nomor6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten LombokTimur Nomor4);
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Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf a

terdiri dari :
a. Pendapatan AsliDaerah sejumlah Rp 322.941.235.791,-
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp1.818.484.676.000,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang

Sah sejumlah Rp 589.023.128.118,-

0,-Rp

Rp 75.201.599.549,­
Rp 9.000.000.000,­
Rp 66.201.599.549,-

Rp2.730.449.039.909,­
Rp2.796.650.639.458,­
(Rp 66.201.599.549,-)

a. Pendapatan
b. 8elanja

Surplus (defisit)
c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan
2. Pengeluaran

Pembiayaan Netto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
tahun berkenaan :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

Pasall

PERATURANDAERAH TENTANGANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

MEMUTUSKAN:

BUPATILOMBOKTIMUR

dan

Menetapkan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKTIMUR

Dengan Persetujuan Bersama

38. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten LombokTimur Nomor 4);

39. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten LombokTimur Tahun 2019 Nomor 1);
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a. Belanja Pegawaisejumlah Rp 1.006.658.130.525,-
b. 8elanja Bunga sejumlah Rp 0,-
c. 8elanja Subsidi sejumlah Rp 5.000.000.000,-
d. BelanjaHibah sejumlah Rp 78.970.443.347,-
e. BelanjaBantuan Sosial sejumlah Rp 17.109.500.000,-
f. Belanja BagiHasil sejumlah Rp 12.054.637.911,-
g. BelanjaBantuan Keuangan

sejumlah Rp 452.117.741.693,-
h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 6.800.000.000,-

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b
terdiri dari :
a. BelanjaTidakLangsungSejumlah Rpl.578.710.453.476,-
b. Belanja Langsungsejumlah Rp1.217.940.185.982,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

Pasa13

e. Bantuan Keuangan dari Provinsiatau dari Pemerintah Daerah
lainnya sejumlah Rp 0,-

Rp 0,-
Rp 108.139.796.118,­
Rp 334.693.599.000,-

b. Dana Darurat sejumlah
c. Dana BagiHasil Pajak sejumlah
d. Dana Penyesuaian (DanaDesa)

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf c terdiri darijenis pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp 146.189.733.000,-

Rp 95.095.725.000,­
Rpl.206.685.449.000,­
Rp 516.703.502.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b
terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana BagiHasil sejumlah
b. Dana AlokasiUmumsejumlah
c. Dana AlokasiKhusus sejumlah

c. Hasil Pengelolaankekayaan daerah
yang dipisahkan sejumlah Rp 22.736.841.912,-

d. Lain-lainPendapatan AsliDaerah yang
sah sejumlah Rp 181.313.978.749,-

Rp 70.332.099.935,­
Rp 48.558.315.195,-

a. Pajak Daerah sejumlah
b. Retribusi Daerah sejumlah

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
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Rincian APBDmenurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Perangkat Daerah, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan.

c. Lampiran III

Pasal5
Uraian lebih Ianjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini, terdiri dari :
a. Lampiran I Ringkasan APBD.
b. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah.

0,-
0,-

Rp
Rp

Rp 9.000.000.000,-

0,-Rpa. Pembentukan dana cadangan sejumlah
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah

Daerah sejumlah
c. Pembayaran pokok utang sejumlah
d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pembiayaan :

RpO,-f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah RpO,-

6.000.000.000,-
0-,

0,-b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp
c. Hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp

Tahun Anggaran
69.201.599.549,-

Anggaran
Rp

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan :
a. Sisa Lebih Perhitungan

sebelumnya (SiLPA)sejumlah

Rp 75.201.599.549,­
Rp 9.000.000.000,-

a. Penerimaan sejumlah
b. Pengeluaran sejumlah

Pasa14
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasall huruf c

terdiri dari:

Rp 85.924.558.220,­
Rp 697.345.278.948,­
Rp 434.670.348.814,-

(3) 8elanja Langsung sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja :
a. 8elanja Pegawai
b. 8elanja Barang dan Jasa
c. 8elanja Modal
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(1)Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya,
yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD
dan! atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang­
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah

Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
d. memiliki danpak yang signifikan terhadap anggaran dalam

rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurat.

Pasal7

8upati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan 8elanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal6

Kerangka PengelolaanKeuangan Negara.
Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan.
Daftar Piutang Daerah.
Daftar Penyertaan Modal(investasi)Daerah.
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah.
Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan AsetTetap Daerah lainnya.
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya: yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun .anggaran
ini.
Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
Daftar Pinjaman Daerah dan ObligasiDaerah.

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program
dan Kegiatan.
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
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1. Lampiran XII
m. Lampiran XIII

k. Lampiran XI

j. Lampiran X

g. Lampiran VII
h. Lampiran VIII
1. Lampiran IX

f. Lampiran VI

e. Lampiran V

d. Lampiran IV



Pasa19
(I)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan
langsung pada belanja tidak terduga.

(2)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan
penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi
korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan,
sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat
hunian sementara.

(1)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasa17 ayat (2) dapat menggunakan
belanja tak terdiuga.

(2)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara:
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan;
dan/atau

b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(3)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan

lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, difomulasikanterlebih dahulu dalam DPPA­
SKPD.

(4)Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPDkecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasa18

(3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang
kriterianyamencakup:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan masyarakat.
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(3)Tata cara pelaksanaan, piftatausahaan, dan pertanggungjawaban
belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai
berikut:
a. setelah pemyataan tanggap darurat bencana oleh kepala

daerah, kepala peranggkat daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan
belanja (RKB)tanggap darurat bencana kepada PPKDselaku
BUD;

b. PPKDselaku BUDmencairkan dana tanggap darurat bencana
kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan pungsi
penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja
terhitung sejak diterimanyaRKB;

c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan
mekanismeTUdan diserahkan kepada bendahara pengeluaran
SKPDyangmelaksanakan fungsi penanggulanganbencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku
Kas Umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada
perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan
bencana;

e. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan
keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana
yang dikelolanya;dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat
bencana disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD
dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan
lengkapatau surat pemyataan tanggungjawab belanja.

(4)Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya
perubahan APBD pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran
tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(5)Dasar pengeluaran untuk, kegiatan-kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPDuntuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPDoleh
PPKDsetelehmemperolehpersetujuan Sekretaris Daerah.

(6)Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam
keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4)dan ayat (5)
terlebih dahulu diatur dengan Peraturan Bupati.
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Diundangkan di Selong
pada tanggal 18 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

_..J

~M. SUKIMANAZMY

Ditetapkan di Selong
pada tanggal18 Desember 2019

BUPATI LOMBOK TIMUR, I.(
c:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Tirnur.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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